BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan pada berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab
sebelumnya, maka sampailah penulis pada kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada
masyarakat adat Rai, jadi dalam proses kelahiran bisa dimaknai sebagai
satu bentuk pengukuhan, deklarasi atau menjadi sumpah tentang status
kedudukan anak dalam keluarga pada saat dilahirkan. Di masyarakat
adat rai perempuan ata pe’ang menjadi (orang luar) dikarnakan
perempuan saat berusia dewasa dan menikah akan keluar mengikuti
keluarga suami dan laki-laki ata one menjadi (orang dalam) yang
dimana dimaksut adalah laki-laki sebagai penurus keturunan dalam
keluarga yang berhak mendapat warisan.

2. Sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan
pada masyarakat adat Rai secara turun temurun dan masih di pegang
teguh serta dipertahankan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Sistem
kekerabatan pada masyarakat adat Rai menganut sistem kekerabatan
patrilineal dimana hanya anak laki-laki ata one (orang dalam) yang
berhak memperoleh harta warisan berupa tanah, rumah, hewan dan
beberapa barang lainnya yang dimiliki ayahnya. Sedangkan anak

perempuan ata pe’ang (orang luar) di masyarakat adat Rai tidak berhak
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menjadi alih waris dikarnakan perempuan ketika sudah berusia dewasa
menikah mengikuti keluarga suaminya, Adat ini masih dipertahankan

dan dijalankan masyarakat adat Rai hingga saat ini.

5.2. Saran.

1. Pembagian harta warisan secara adat, seharusnya tidak membedakan
kedudukan antara anak laki-laki dengan perempuan. Diharpkan
kedepannya laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama
dalam pewarisan adat Rai.

2. Seharusnya pengaruh dari sistem kekerebatan yang digunakan
masyarakat adat Rai jangan terlalu kaku dan seharusnya bisa lebih adil
sehingga hak antara anak perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang

Sama.
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